
KEDUDUKAN, SUSUNA
KERJA BADAN PERE

Menimbang

BUPATI SOLOK
PERATURAN BUPATI SOLOK

DENGAN

NOMOR 5g TAHUN 2020
TENTANG

N ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
,NCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

za. bahwa dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan,
Perarigkat Dacrah sebagai unsur pelaksana harus
mam pu mengakomodir dan menjawab perkembangan

bidaes maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di
tugas perencanaan, penelitian dan

penggmbangan secara efektif dan efisien dalam struktur
yang ramping dan kaya fungsi,

b. bahwa dalam - pelaksanaan fungsi sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badar Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan:

c. bahwd dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabu ten/Kota Yang Mclaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka terhadap
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b
perlu diganti,
bahwa| berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimakdud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

ob

d.
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Mengingat

. Pera

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan:

Pem

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

bentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nompr 25):

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Ind esia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas| Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Inddnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

1

2.

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang2enku

Republik Indonesia Nomor 5679):

3.

Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota

Sol ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran

Ncg ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137,

Tarribahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

444 AF

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perdngkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diuhah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nor

(Len
Nom

Inde

tentu

Or 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

abaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
lor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
nesia Nomor 6402):
turan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017

ang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah

2
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Menetapkan

Provihsi dan Daerah Kabupaten/ Kota Yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan:

. Peraturan Dacrah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun

201@ Nomor 8, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Solok Nomor 69):

g
6.

MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Dagrah adalah Kabupaten Solok.

Pemcrintah Daerah adalah Pemerintah Dacrah

Kabupaten Solok.

Bupati adalah Bupati Solok.

2.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Solok.
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah Badan

Perbavansan. penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Solok.

5.

. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang6.
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional pada keahlian dan keterampilan tertentu

dalam rangka mendukung kelancaran tugas
Bappelitbang.
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BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Bappelitbang merupakan unsur penunjang urusan

(2)

(3)

pemicrintahan bidang perencanaan dan bidang

penelitian dan pengembangan.
Bappelitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Bappelitbang yang berkedudukan

di Hawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Sugunan Organisasi Bappelitbang terdiri dari:

Kepala:
Sekretariat, membawahi 3 (tiga) subbagian yang
terdiri dari:
1. Subbagian Program,
2. Subbagian Keuangan: dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Dacrah, membawahi 3 Itiga)

Subbidang yang terdiri dari:
1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan,
2. Subbidang Data dan Informasi: dan
3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan.
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
membawahi 3 (tiga) Subbidang yang terdiri dari:
1. Subbidang Pemerintahan,
2. Subbidang.Pcembangunan Manusia, dan
3. Subbidang Kesejahteraan Masyarakat.

b.

3
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,

Ihfrastruktur dan Kewilayahan, membawahi 3 (tiga)oa yang terdiri dari:

Subbidang Perckonomian,

3

2. Subbidang Sumber Daya Alam, dan

Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

idang Penclitian dan Pengembangan, membawahi

(tiga) Subbidang yang terdiri dari:

. 'Subbidang Sosial dan Pemerintahan,

Subbidang Ekonomi dan Pembangunan, dan

Subbidang Inovasi dan Teknologi.
nit Pelaksana Teknis Badan, dan

eclompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (Il)

dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleH Kepala Bidang yang bcrada di bawah dan

f.

8
h.

bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang mclalui

Sekretaris.
Ng KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah

dari bertanggung jawab kepada Sekrctaris.

Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (Il)

dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah

dari bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana
Teknis Badan yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bappelitbang melalui

Sekretaris.
Sugunan Organisasi Bappelitbang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1

Af

a

y merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Bappelitbang mempunyai tugas membantu Bupati

(2)

(3)

(1)

dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidahg perencanaan dan bidang penelitian dan

pengembangan,
Bappelitbang dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimdksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

enyusunan kebijakan teknis pemerintah dia.

idang perencanaan dan bidang penelitian dan

engcmbangan:
elaksanaan tugas dukungan tcknis di bidang

erencanaan dan bidang penelitian dan

ngembangan,
emantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

ugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan

idang penelitian dan pengembangan:

embinaan leknis penyelenggaraan fungsi

nunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang
crencanaan dan bidang penelitian dan

| engembangan, dan
e. belaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

upati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rincian lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi

Bagpelitbang
sebagaimana dimaksud pada ayat (Il)

terdantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b.

d.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONALK

Pasal 5

Kelbmpok jabatan fungsional mempunyai tugas
melaksanakan tugas khusus scsuai dengan bidang
keahlian dan ketentuan pcraturan perundang-
undangan.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

Keldmpok jabatan fungsional dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Kcpala Bappelitbang,
Sckretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala

Subbidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan

wajib mencrapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja maupun

antar perangkat Daerah.

Kodrdinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana
dimiaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

BAB VI
JABATAN

Pasal 7

Kepala Bappelitbang merupakan Jabatan Eselon Ilb

atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Sekretaris merupakan Jabatan Eselon Illa atau Jabatan

Administrator.
Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon Illb atau

Jabatan Administrator.

Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan
Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

i

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada gaat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang

ada sdat ini tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya

pejabat yang baru.
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati |Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita
Daerah| Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor S1) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar 'setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan

pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal 25 Move A0

BUPATI SOLOK,

17 CAM

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal 28 MOVE R20

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SOLOK,——
ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR s8

era
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I.

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA BADAN

|
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sekretariat
A. Sekretariat mempunyai fungsi:

1. pengoordinagian kegiatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan:

pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan,

penyusunan| kerangka regulasi dalam Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan pada Barenlitbang:

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahahn, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,

kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi

Barenlitbang,

pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana,

penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan

layanan penpadaan barang/jasa di lingkup Barenlitbang,

pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan

penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan

Daerah sert4 kinerja pengadaan barang/jasa milik negara: dan

pelaksanaarf fungsi lain yang dibcrikan Kepala Badan

2.

5. T
6.

Perencanaan, Penelitian dan Pengcmbangan.

B. Sekretariat terdiri dari:

1.

2.

3.

Subbagian Program,

Subbagian Keuangan, dan

Subbagian Umum dan Kepegawaian.

10
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C. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Program mempunyai tugas:

a.

.

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana Strategis

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan:

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan

rencana Ikerja Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan:
menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Rencana Kerja

Anggaran ntuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran,

pelaksanahn pelaporan dan cvaluasi tentang kinerja

program/kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembahgan (LAKIP/SAKIP, LKPJ dan LPPD serta RB):

menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

perangkat| Daerah dengan dokumen perencanaan Daerah,

menyiapkan bahan koordinasi laporan kernajuan pelaksanaan

kcgiatan,
mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik

lisan mapun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih

lanjut:
mengkoordinasikan pelaksanaan lugas dengan para kepala

subbagia melalui pertemuan atau atau rapat untuk

menyatukan pendapat,

menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai

bahan evaluasi,
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

b.

c.

d.

f

h.

untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Subbagian Kguangan mempunyai tugas:
a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai

kebutuhdr
sebagai dasar pelaksanaan tugas,

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan

berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi

keuangan:
mengkonbultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik

lisan mgupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih

b.

lanjut,

11



h.

a.

mengoordihasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala

subbagian| melatui pertemuan atau rapat untuk menyatukan

pendapat:
menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

keuangan Iserta menyiapkan bahan untuk pemecahannya,

melaksanakan verifikasi keuangan berdasarkan juklak/juknis

a

e.

f
administrasi keuangan,

menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai

bahan evaluasi: dan

melaksanakan tugas lain yang dipcrintahkan oleh atasan

8

untuk kelancaran tugas kedinasan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:3.

menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas,

melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi

kcpegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas

unit,
menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk

optimalisasi pelaksanaan tugas unit,

membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan

untuk kelancaran tugas unit,

menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk

pelaksanban/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi

kepegawaian,
melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan nominatif untuk

tertibnyal administrasi kepegawaian,

mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik

lisan mdupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih

lanjut,
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala

Subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan

pendapat,

menyus laporan pelaksanaan tugas secara berkala

sebagaibahan evaluasi, dan

melaksariakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

b.

c.

e.

£

8

h.

up

untuk kelancaran tugas kedinasan.
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II. Bidang
Daerah
A. Bidang Perenca

Daerah mempur
1.

10.

11.

12.

13.

14.

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

naan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

yyai fungsi:
melakukan | analisa dan pengkajian percncanaan dan

pendanaan |pembangunan Daerah:

melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan,
melakukan (pengumpulan dan analisa data dan informasi

2.

pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah,

pengintegrasian dan harmonisasi program-program

pembangunan di Dacrah,

perumusan (kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian,
evaluasi darj informasi pembangunan Daerah,

5.

mengoordindsikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan

kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah,

kebijakan

6.

pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan

melakukan | evaluasi terhadap perencanaan7.

Dacrah, serta hasil rencana pembangunan Daerah:

melakukan (pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan8.

tindak lanjut penyimpanan terhadap pencapaian tujuan agar

program dan kegiatan sesuai dcngan kebijakan pembangunan

Daerah,

mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah

berdasarka data untuk mengetahui perkembangan

pembangunan,

menyajikan| dan mengamankan data informasi pembangunan

Daerah:
melakukan | pengamanan data melalui bahan cetak dan

9.

elektronik sebagai bahan dokumentasi,

penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program
dan kegiatah pembangunan Dacrah,

pengelolaan hasil analisis, hasil evaluasi untuk penyiapan

pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah, dan

penyusunar

pembangun

1 hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
an Daerah.
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B. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah terdiri dari:

1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan,

2. Subbidang Data dan Informasi: dan

3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

C. Uraian Tugas
1.

aa
n

Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas:

a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan

pendanaan pembangunan Daerah:

penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan

Daerah dan perangkat Daerah,

penyusuhan dokumen rencana pembangunan Daerah

(RPJPD, RPJMD dan RKPD):

sengoo.Jinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan

pengembangan pendanaan pembangunan Daerah, termasuk

juga kebijakan keuangan Daerah:

pengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan

kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah,

mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah

berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan

pembangunan,
pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan

Ja Ma model ckonomi serta kebijakan perencanaan

dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah,

pengoordinasian pagu indikatif pembangunan Dacrah,

pengoorfinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD

dan
RKPD:

menkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik

lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih

lanjut,
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai |bahan evaluasi, dan

melaksinakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

b. An

d.

£
an

g

untuk kelancaran tugas kedinasan.
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2. Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas:

a. melakukan pengumpulan data pembangunan Daerah

melalui srvci untuk mengetahui perkembangannya,

mengelola data pembangunan Daerah sesuai jenisnya

sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Daerah:

mecnyus rencana kegiatan pengolahan data sesuai

kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait,

menyajikan data pembangunan Daerah sesuai kebutuhan

sebagai bahan informasi,

melakuk: pengamanan data hasil pembangunan Daerah

melalui
| saran

cetak dan elektronik sebagai bahan

dokumentasi:

mengkorisultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik

lisan madupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih

lanjut:

b.

e.

inasikan pelaksanaan tugas dengan kepalamengoog
subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan

pendap
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sccara berkala

sebagai bahan evaluasi, dan

melaksahakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

h.

untuk kelancaran tugas kedinasan.

3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

tugas:
a. menghimpun bahan kebijakan tcknis sistcm cvaluasi

embankunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman

pelaksaan lugas,
penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur

atuasi pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap

pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan

evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah,

pengoorfiinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas

capaianlpelaksanaan rencana pembangunan Daerah:

pelaksahaan pengendalian melalui pemantauan, supervise

dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian

tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan

b.

d.

ti

pembangunan Daerah:
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Ma evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi Ferencanaan
pembangunan Daerah di bidang

pelaksanaan rencana pembangunan Daerah,
betkaanjan

evaluasi, pengendalian dan pelaporan

melaksarrakan evaluasi rencana dan pelaksanaan

pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan

tahunan| untuk menjadi bahan penyusunan program

pembangunan Daerah selanjutnya,

menghimpun data hasil evaluasi pembangunan Daerah

sesuai rogram/kegiatan sebagai bahan penyusunan

pelaporan,
membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan

pembangunan Dacrah sebagai bahan penilaian,

menyajikan dan mengamankan data informasi

pembangunan Daerah,

menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang

sebagai | bahan penyusunan program lanjutan tingkat

kabupaten dan provinsi:

mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan

pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah,

menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program

pembangunan Daerah,

melaksanakan evaluasi capaian program/kcgiatan terkait

Standar Pelayanan Minimal (SPM):

mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capain

pelaksanaan rencana pembangunan Daerah,

menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah

secara periodik sebagai bahan evaluasi:

mengkofsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik

lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih

lanjut:
mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala Subbidang
melalui rapat/ pertemuan untuk penyatuan pendapat,

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai (bahan evaluasi, dan

melaksanakan tugas lain yang dipcrintahkan oleh atasan

f

h.

L

k.

m.

n.

untuk kelancaran tugas kedinasan.
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III. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

A. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai

fungsi:
1. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD),

2. mengoordinagikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat

Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah,

3. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD

dan RKPD):
4. mengoordinakikan pelaksanaan kcscpakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD,

5. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait APB

6. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

perangkat Dacrah kabupaten:

7, mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

kegiatanKent /Lembaga di provinsi dan kabupaten,

8. mengoordindsikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas naslonat:
9. mengoordin Isikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar Daerah,
10. mengoordindsikan pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat Dperah kabupaten,
11. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kcpala subbidang

melaui rapat/pcrtemuan untuk penyatuan pendapat:

12. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai bahan evaluasi, dan

13. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk

og

kelancaran tugas kedinasan.

B. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mengkoordinir

perangkat Daer

1.

2

3.

4

Sekretariat Daerah:

Sekretariat DPRD,

Inspektorat Paerah,

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
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C. Bidang Pemerint

1.

2.

3.

D. Uraian Tugas
1.

. Dinas Sosial:

Badan Keuangan Daerah:

Badan Perencanaan, Penclitian dan Pengembangan,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran :

6. hi
5.

8.

Kantor Kcesatyan Bangsa dan Politik:9.

. Dinas Kesehatan,10

11

. Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana,12

Pemberdayaah Perempuan dan Perlindungan Anak,

. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari,

. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,

. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: dan

Is

14

15

16. seluruh Kecamatan.

han dan Pembangunan Manusia terdiri dari :

Subbidang Pemerintahan,

Subbidang Pembangunan Manusia, dan

Subbidang Ke sejahteraan Masyarakat.

—
A—

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas:

a. merancarig penyusunan dokumcn rencana pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan

manusia pemerintahan,
b. mengkoordinasikan Rancangan Penyusunan Dokumen

rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

bidang pamerintahan,
c. mengevaluasi penyusunan dokumen rencana pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan,
d. mengkoordinir perangkat Daerah di bidang pemerintahan

yang meliputi:

1) Sekretariat Dacrah,
2) Sekretariat DPRD,
3) Inspektorat Daerah,

4) Badan Kcpcgawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia,
5) Badan Keuangan Daerah:

6) Badan Percncanaan, Penclitian dan Pengembangan,
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7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

8) Satuan| Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ,

9) Kantor|Kesatuan Bangsa dan Politik, dan

10) seluruh Kecamatan.

menganalisis rencana strategis perangkat Daerah dan

Rencanade Perangkat Daerah di bidang pemerintahan,

mengkoordinasikan rencana strategis perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan,

mengevaluasi rencana strategis perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan,

merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD

dan RKPD) di bidang pemerintahan,
memfasilitasi musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

bidang pemerintahan,
merencanakan konsep pembinaan teknis perencanaan

kepada pdrangkat Dacrah kabupaten di bidang pemerintahan,

melaksanhkan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

rangka Daerah

kabupaten di bidang pemerintahan,

mengevaluasi konscp pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat Daerah kabupaten di bidang pemerintahan,
. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan,
. aa pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

penyusurjan dokumen rencana pembangunan Daerah

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan:
merenc

lakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait ARBD di bidang pemerintahan,
melaksanakan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di

bidang pgmerintahan,
mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

APBD di bidang pemcrintahan,
merencarjakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah kabupaten di bidang pemerintahan,

melaksarakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

g

3
h.

k.
hn

1

m.

n.

a

r.

s.

Daerah kabupaten di bidang pemerintahan,

19



t. mengevaluasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah kabupaten di bidang pemerintahan,

mercncandkan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional di bidang pemerintahan,

v. melaksangkan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional di bidang pemerintahan,

w. mengevaluasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas
bana

di bidang pemerintahan:
x. merencandkan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar Daerah untuk pembangunan di bidang pemerintahan,

y. menganalisa hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan kegiatan

pusat dar Daerah sebagai bahan perencanaan berikutnya di

bidang pemerintahan,
z. menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan pusat dan

Daerah |Isebagai dokumen perencanaan di bidang

pcmerintdhan,
aa. melaksanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar Dadrah untuk pembangunan di bidang pemerintahan:

bb. mengumpulkan data bahan percncanaan di bidang

pemerintahan,
cc. menganalisa data sebagai bahan perencanaan di bidang

dd.

ce.

ff.

gg.
hh

pemerinta

mengeval

han:
hasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar Dagrah untuk pembangunan di bidang pemerintahan:

mengkon
san ma

lanjut,
membuat

sultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik

upun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih

laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala

u.

sebagai buahan evaluasi, dan

menyus dokumen kegiatan tahunan bidang Pemerintahan,

.melaksarjakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasanuh
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas:

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan,

petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan

pernalainnya sebagai pedoman dan landasan kerja,
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merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan

manusia,

mengkoordinasikan Rancangan Penyusunan Dokumen

rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

bidang pembangunan manusia:

mengevaluasi penyusunan dokumen rencana pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan

manusia,

mengkoordinir perangkat Daerah di bidang pembangunan

manusia yang meliputi:

1) Dinas Kesehatan,

2) Dinas Sosial:

3) Dinas| Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan

4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

menganalisis rencana strategis perangkat Daerah dan

Rencana (Kerja Perangkat Daerah di bidang pembangunan

manusia,

mengkoordinasikan rencana strategis perangkat Daerah dan

Rencana |Kerja Perangkat Daerah di bidang pembangunan

manusia,

mengevalhasi rencana strategis perangkat Dacrah dan

Rencana (Kerja Perangkat Daerah di bidang pembangunan

manusia,
merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD

dan RKPD) di bidang pembangunan manusia,

memfasilitasi musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

bidang pimbangunan manusia,
merencanakan konsep pembinaan teknis perencanaan

kepada perangkat Dacrah kabupaten di bidang pembangunan

manusia,
melaksanakan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat Daerah kabupaten di bidang pembangunan

manusia:
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. mengevaluhsi konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat | Daerah kabupaten di bidang pembangunan

manusia,
merencandkan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait pehvusunan dokumen rencana pembangunan Daerah

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan

manusia,

mengevalyjasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan

manusia,
merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait APBD di bidang pembangunan manusia,

m.

n.

p.

melaksanakan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di

bidang pembangunan manusia,

mengevalwasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

APBD di bidang pembangunan manusia,

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah kabupaten di bidang pembangunan manusia,

melaksanhkan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah kabupaten di bidang pembangunan manusia,

mengevalhasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah kabupaten di bidang pembangunan manusia,

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

a.

s.

.

prioritas nasional di bidang pembangunan manusia,
. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untukw. ha

v.

prioritas hasional di bidang pembangunan manusia,

mengevaluasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas pasional
di bidang pembangunan manusia,

menganalisa hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pusat dan

Daerah sebagai bahan perencanaan berikutnya di bidang

pembangunan manusia,

menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan pusat dan

Daerah | sebagai dokumen perencanaan di bidang

x.

y:

pembangunan manusia:
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aa.

bb.

Cc.

dd.

ce.

hh.

H.

merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar Daerah untuk pembangunan di bidang pembangunan

manusia)
melaksanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar Daetah untuk pembangunan di bidang pembangunan

manusia,

mengumpulkan data bahan perencanaan di bidang

pembanguhan manusia,

menganalisa data sebagai bahan perencanaan di Bidang

bidang pembangunan manusia,

mengevalyasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar Daerah untuk pembangunan di bidang pembangunan

manusia:

mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik

lisan mapun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih

lanjut:
. membuat | laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala

t

sebagai bahan evaluasi:

menyusun dokumen kegiatan tahunan bidang pembangunan

manusia, dan
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

untuk kelancaran tugas kedinasan.

3. Subbidang Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas:

a. merancarig penyusunan dakumen rencana pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang kesejahteraan

masyarakat,
mengkoordinasikan Rancangan Penyusunan Dokumen

rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

bidang kescjahteraan masyarakat,

mengevalktasi penyusunan dokumen rencana pembangunan
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang kesejahteraan

masyarakat,
mengkoofdinir perangkat Daerah di bidang kesejahteraan

masyarakat yang meliputi:

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan

b.

2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
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menganalisis rencana strategis perangkat Daerah dane.

Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang kesejahteraan

masyarak
mengkoor inasikan rencana strategis perangkat Daerah dan£

Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang kesejahteraan

masyarak t,

si rencana strategis perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang kesejahteraan

masyarakat,
merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD

dan RKPD) di bidang kesejahteraan masyarakat,

memfasilitasi musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

bidang kesejahteraan masyarakat:
merencanakan konsep pembinaan teknis perencanaan

kepada pgrangkat Daerah kabupaten di bidang kesejahteraan

masyarakat,
melaksanakan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat Daerah kabupaten di bidang kesejahteraan

masyarakat,mengevaluasi konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

rangka Daerah kabupaten di bidang kesejahteraan

mengev&

h.

1.

k.

1

masyarakat:
. mercncanakan pelaksanaan kesepakatan dcngan DPRDm.

terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah

(RPJPD, (RPJMD dan RKPD) di bidang kesejahteraan

masyarakat,
. mengevaljasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

penyusuran dokumen rencana pembangunan Daerah

(RPJPD, |RPJMD dan RKPD) di bidang kesejahteraan

masyarakat,
merencarjakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait ARBD di bidang kcscjahteraan masyarakat,
melaksanakan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di

bidang kdsejahteraan masyarakat:

mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

APBD di bidang kesejahteraan masyarakat,
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u.

Z.

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah kabupaten di bidang kesejahteraan masyarakat,

melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah kabupaten di bidang kesejahteraan masyarakat,

mengevaluasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Dacrah kabupaten di bidang kescjahteraan masyarakat,

merencangkan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional di bidang kesejahteraan masyarakat,

melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas njasional di bidang kesejahteraan masyarakat:

mengevalyasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas rasional di bidang kesejahteraan masyarakat,

menganalisa hasil cvaluasi pelaksanaan kegiatan pusat dan

Daerah sebagai bahan perencanaan berikutnya di bidang

kesejahteraan masyarakat:

menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan pusat dan

Daerah |sebagai dokumen perencanaan di bidang

kesejahtcraan masyarakat:
merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar Dagrah untuk pembangunan di bidang kesejahteraan

s.

t.

masyarakat:
aa. melaksanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar Daerah untuk pembangunan di bidang kesejahteraan

masyarakat:
bb. mengumpulkan data bahan perencanaan di bidang

kesejahteraan masyarakat,
cc. menganalisa data scbagai bahan perencanaan di bidang

kesejahteraan masyarakat:
dd. mengevaluasi pelaksanaan kescpakatan bersama kerjasama

antar Daerah untuk pembangunan di bidang kesejahteraan

masyarakat,
cc. mengkonpultasikan pelaksanaan tugas dcngan atasan,baik

ff.

san mgupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih

lanjut:
|

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai Hahan evaluasi,

v.

x.

y.
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gg. menyusun| dokumen kegiatan tahunan bidang kesejahteraan

masyarakat, dan

hh.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

untuk kelancaran tugas kedinasan.

IV. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan

Kewilayahan
A. Bidang Perekongmian, Sumbcr Daya Alam, Infrastruktur dan

Kewilayahan mempunyai fungsi:

1.

10.

11.

12.

13.

mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan

pembangunah Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD):

mengoordinabikan penyusunan Rencana Stratcgis Perangkat

Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah,

mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,
RPJMDdan RKPD):

mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD,

mengoordinasikan pelaksanaan kescpakatan dengan DPRD

ah

4.

terkait APB

mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

perangkat Dacrah kabupaten,

mengoordindsikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

kegiatan Kerhenterian/Lembaga di provinsi dan kabupaten,

mengoordingsikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional:

mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar Daerah,

mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat Dacrah kabupaten,

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala Subbidang

6. 0,

5.

8.

membuat

melalui rapat/ pertemuan untuk penyatuan pendapat,

pora
hasil pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai bahan evaluasi, dan

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk

kelancaran tugas kedinasan.
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B. Bidang Perekongmian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan

Kewilayahan mengkoordinir perangkat Daerah :

I. Dinas Koperdsi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan,
2 Dinas Penanaman Modal, Pelayan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja:
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
4. Dinas Pertanian,
5. Dinas Perikarjan dan Pangan:

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

7. Dinas Perurnahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan,
8. Dinas

Perhuljungan:9. Dinas Komu kasi dan Informatika,

10. Dinas
Lingkugan

Hidup, dan

11. Badan Pcenan langan Bencana Daerah.

C. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur danpu
Kewilayahan terdiri dari:

1. Subbidang rekonomian,

2. Subbidang Sumber Daya Alam: dan

3. Subbidang Ihtrastruktur dan Kewilayahan.

D. Uraian Tugas
1. Subbidang Perckonomian mempunyai tugas:

a. meranca
1g

penyusunan dokumen rencana pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang ekonomi,

meranc
1g

penyusunan dokumen rencana pembangunan

Daerah PJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang ekonomi

kreatif,

menganalisis rencana strategis perangkat Daerah dan

Rencana (Kerja Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan

ekonomi kreatif,

mengkootdinir perangkat Dacrah di bidang perekonomian

yang meliputi:

1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
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b.

d.

Perdagangan: dan
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2) Dinas Penanaman Modal, Pelayan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja.
merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD

dan RKPD)| di bidang ekonomi:

melaksanakan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

bidang ckanomi,
merencandkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD

dan RKPDj di bidang ekonomi kreatif,

melaksandkan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

bidang ckdnomi kreatif,

merencangkan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan

RPJMD dilbidang ekonomi,
melaksandkan sincrgitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan

RPJMD di| bidang ekonomi:

mercencanhkan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan

RPJMD di Bidang bidang ckonomi,

melaksandkan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan

RPJMD di bidang ekonomi kreatif,

, membuat| konsep pembinaan tcknis perencanaan kepada

perangkat Daerah kabupaten di bidang ekonomi:

membuat| konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat Daerah kabupaten di bidang ekonomi kreatif,

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ckonomi,

merencarlakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait p nyusunan
dokumen rencana pembangunan Daerah

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ckonomi kreatif:Bj pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait APBD di bidang ekonomi,

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait APBD di bidang ekonomi kreatif,

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah kabupaten di bidang ekonomi,

melaksariakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

8

h.

k.

L

m.

o.

R

r.

Daerah kabupaten di bidang ckonomi,
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W.

aa.

bb.

Cc.

dd.

Cc.

ff.

hh.

..

1.

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah kabupaten di bidang ekonomi kreatif,
u.

melaksaanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

perangkat Daerah kabupaten di bidang ekonomi kreatif,

merencakdn dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional di bidang ekonomi,

merencakin dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional di bidang ckonomi kreatif:

merencangkan
pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar Dactah untuk Pembangunan di bidang ckonomi,

KAN |

bi

x

y.

kan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar Daekah untuk Pembangunan di bidang ekonomi kreatif,

koordinas
Pembanginan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang

reatif,

Penyusunan Dokumen Perencanaan

ekonomi

koordina

Pembangiinan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang

ekonomi:

Penyusunan Dokumen Percncanaan

asistensi (Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang ekonomi,

asistensi (Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang ckonomi kreatif:

monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang

ekonomi,

monitoririg dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembanginan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang

ekonomi kreatif:

. mengkonbultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik2g
lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih

lanjut,
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai bahan evaluasi: dan

melaksarjakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

untuk kelancaran tugas kedinasan.
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2. Subbidang

gi
ber Daya Alam mempunyai tugas:

a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang sumber daya

alam:
merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang sumber daya

air dan lingkungan hidup:

menganalisis rencana strategis perangkat Daerah dan

b.

€.

Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang sumber daya

Pa ati rencana strategis perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang sumber daya air

dan lingkungan hidup,

mengkoorilinir perangkat Daerah di bidang perekonomian

yang meliput:
1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,

2) Dinas Pertanian, dan

3) Dinas Perikanan dan Pangan.

merencanakan
pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD

dan RKP di bidang sumber daya alam,

melaksanakan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

.
,

1ga isd.

bidang sumber daya alam:

e.

£

al

merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD

dan RKPD) di bidang sumber daya air dan lingkungan hidup,

melaksa an Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

bidang sumber daya air dan lingkungan hidup,

merencarjakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW D: kerah dan RPJMD di bidang sumber daya alam,

melaksarfakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Dacrah dan

RPJMD di bidang sumber daya alam,

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Dacrah dan-RPJMD di bidang sumber daya air dan

lingkungan hidup:

k.

. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah danm.

RPJMD di

bidang sumber daya air dan lingkungan hidup:
membuat konsep pembinaan teknis percncanaan kcpadan.

perangkat Daerah kabupaten di bidang sumber daya alam:
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aa.

aerah kabupaten di bidang sumber daya air dan
membuat |konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat

o.

hidup:
merencandkan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
lingkunga

terkait perjyusunan dokumen rencana pembangunan Dacrah

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang sumber daya alam,

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait pe

(RPJPD, RPJMD
dan RKPD) di bidang sumber daya air dan

lingkungan hidup:

yusunan dokumen rencana pembangunan Daerah

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait API D di bidang sumber daya alam,

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dcngan DPRD

terkait APBD di bidang sumber daya air dan lingkungan

hidup,
merencanpkan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah kabupaten di bidang sumber daya alam,

melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Dacrah kabupaten di bidang sumber daya alam,

merencahakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

perangkat Daerah kabupaten di bidang sumber daya air dan

lingkungan hidup:
melaksaahakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

perangkai Daerah kabupaten di bidang sumber daya air dan

lingkungan hidup,
merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas hasional di bidang sumber daya alam,

merencarjakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas hasional di bidang sumber daya air dan lingkungan

hidup,
merencariakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar Datrah untuk Pembangunan di bidang sumber daya

alam,
|

merencarjakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar Daerah untuk Pembangunan di bidang sumber daya air

igr.

s.

1

u.

v.

w.

y.

z.

dan lingkungan hidup,
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bb.

cc.

dd.

ce.

hh.

ii.

a.

koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang

sumber daya alam, sumber daya air dan lingkungan hidup,

koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang

sumber daya alam:

asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya

alam,
asistensi nyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya air

dan lingkungan hidup:
monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

ik Haa Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang

sumber
daya

alam,

Pemban

. Hi dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaanmn

Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang

sumber di ya air dan lingkungan hidup,

mengkongultasikan pelaksanaan tugas dcngan atasan, baik

lisan malipun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih

lanjut,
membuat| laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai bahan evaluasi: dan

melaksanpkan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

untuk
kelancaran

tugas kedinasan.

merancarig penyusunan dokumen rencana pembangunan
3. Subbidang

ala pemusu

dan Kewilayahan mempunyai tugas:

Dacrah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang kebinamargaan

dan perhubungan:
menganalisis rencana strategis perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan

Non Ji
merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan

Dacrah dat RPJMD, dan RKPD) di bidang keciptakaryaan

b.

c.

dan kewilayahan,
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menganalisis rencana strategis perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang kebinamargaan

dan perhubungan,

mengenai
rencana strategis perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang keciptakaryaan

dan
kewilayahan,

mengkoordinir perangkat Daerah di bidang perekonomian

yang meliputi:

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

2) Dinas |Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan,

3) Dinas Perhubungan,

4) Dinas
Komunikasi

dan Informatika,

5) Dinas Lingkungan Hidup, dan

6) Badan Penanggulangan Bencana Dacrah.
merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD

dan RKPD) di bidang kebinamargaan dan perhubungan,

melaksanakan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

bidang kebinamargaan dan perhubungan:

merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD

dan RKPD) di bidang keciptakaryaan dan kewilayahan,

melaksandkan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

bidang keciptakaryaan dan kewilayahan,
merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan. RPJMD di bidang kebinamargaan dan

perhuburgan:
melaksanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan

RPJMD di bidang kebinamargaan dan perhubungan,
. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD di bidang keciptakaryaan dan

kewilayahan,
melaksanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan

RPJMD di bidang keciptakaryaan dan kewilayahan,
membuat konsep pcmbinaan teknis perencanaan kepada

perangkat Daerah kabupaten di bidang kebinamargaan dan

|
e.

f

8.

h.

9)

k.

L

m.

perhubungan:
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m

aa.

membuat 'konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat (Dacrah kabupaten di bidang keciptakaryaan dan

kewilayahan
merencandkan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait periyusunan dokumen rencana pembangunan Dacrah

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang kebinamargaan dan

berhubungan:
merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah

(RPJPD, in dan RKPD) di bidang keciptakaryaan dan

kewilayahan
merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait APBD di bidang kebinamargaan dan perhubungan:

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkaitKa di bidang keciptakaryaan dan kewilayahan:

merencanbkan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah (kabupaten di bidang kebinamargaan dan

perhubungan,
melaksandkan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah (kabupaten di bidang kebinamargaan dan

perhubu
merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah |kabupaten di bidang keciptakaryaan dan

kewilayahian)
melaksanhkan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pcrangkat

Daerah | kabupaten di bidang keciptakaryaan dan

kewilayahan,

merencarlakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas | nasional di bidang kebinamargaan dan

perhubungan,
merencarjakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

a.

t.

v.

ki

y.

Z.

merenca
prioritas nasional di bidang keciptakaryaan dan kewilayahan,

akan pelaksanaan kesepakatan bcrsama kerjasama

antar Daerah untuk Pembangunan di bidang kebinamargaan

dan perhubungan,

34



bb.

dd.

ce.

hh.

1.

kk.

merencandkan pelaksanaan kescpakatan bersama kerjasama

antar Dactah untuk Pembangunan di bidang keciptakaryaan

dan kewilayahan:
. koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Dacrah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang

kebinamargaan dan perhubungan dan keciptakaryaan dan

cc

Kewilayahan:koordinas Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pemban an Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang

kebinamargaan dan perhubungan,
asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kebinamargaan

dan perhubungan,
asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang keciptakaryaan

dan kewilayahan,
monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Dacrah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang

kebinamargaan dan perhubungan,
monitorinp dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang

keciptakaryaan dan kewilayahan:

mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik

lisan majipun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih

lanjut,
membuat| laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai bahan evaluasi, dan

kayak
Kak

tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

g.

untuk kelancaran tugas kedinasan.

V. Bidang Penelitian dan Pengembangan
A. Bidang

Penelitiag
dan Pengembangan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan

pengembangan pemerintahan kabupaten,

penyiapan bahan Penyusunan perencanaan program dan

anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan

kabupaten,
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B. Bidang Peneliti

l.
2.

3.

penyiapan bahan Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di

pemerintahan kabupaten,

penyiapan bahan Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup

urusan pemerintahan Daerah kabupaten,

melakukan Fhsilitasi dan pelaksanaan inovasi Dacrah,

penyiapan an Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten,

melakukan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian

dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten,

3.

5.

6.

7.

pelaksanaan jadministrasi penclitian dan pengembangan Daerah8.

kabupaten,
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk

kelancaran tugas kedinasan.

dan Pengembangan terdiri dari :

Subbidang Spesial dan Pemerintahan:

Subbidang Ekonomi dan Pembangunan: dan

an

9.

Subbidang Ilovasi dan Teknologi.
Ea

C. Uraian Tugas
1. Subbidang Sdsial dan Pemerintahan mempunyai tugas:

a. penyiapah bahan penyusunan kebijakan teknis, program,dan

anggaran| penelitian dan pengembangan di bidang sosial,

pemerintahan dan pembangunan manusia:

b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

di bidangi sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia,

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang

bidang sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia,

d.
penyiapah

bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan penelitian dan pengcmbangan di bidang sosial,

bemerintkhan dan pembangunan manusia,
e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di bidang

sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia,

f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, scrta

pelaksanaan pengkajian peraturan,
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g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara

asing untk diterbitkannya izin penelitian olch instansi yang

berwenang:
h. pelaksangan administrasi dan tata usaha: dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk

kelanca tugas kedinasan.
2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan

anggaran| penelitian dan pengembangan di bidang

perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan

kewilayahan,
b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

di bidang pcreckonomian, sumber daya alam, infrastruktur

dan kewilayahan:
Cc. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di

bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan

kewilayahan,
d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksandan penelitian dan pengembangan di bidang

perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan

kewilayahan,
c. penyiapah bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

penelitian dan pengcmbangan pemerintah Daerah di bidang

perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan

kewilayahan,
I. pelaksandan administrasi dan tata usaha, dan

g. melaksarlakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk

kelancargn tugas kedinasan.

3. Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas:
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program,dan

anggaran penclitian dan pengembangan, serta Iasilitasi dan

pencrapan di bidang inovasi dan teknologi,
b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur

dan metbde penyelknggaraan pemerintahan Daerah yang
bersifat imovatif:

4

i.
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penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
di bidanglinovasi dan teknologi:

penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan

fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi,

penyiapan bahan, stratcgi, dan pencrapan di bidang inovasi

dan tekndlogi,

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pclaksanaan penelitian dan pengembangan, scrta fasilitasi
dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi:

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah, serta

fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi,

penyiapa bahan uji coba dan pcencrapan rancang
bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi

dan penerapan teknologi,

penyiapan bahan diseminasi jenis, prosedur dan metode

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif:

pelaksandan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil

kelitbangan:

penyiapan bahan dan pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan
Intelektual,

penyiap bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi

hasil-hasil kelitbangan:
m. pelaksanaan administrasi dan tata usaha, dan

Hn tugas lain yang diberikan olch atasan untuk

e,

f

h.

k.

ad

kelancaran tugas kedinasan.

BUPATI SOLOK,

GUSMAL
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